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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Dalam 
melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang 
digunakan pemerintah dalam pengeluaran negara baik rutin maupun untuk 
pembangunan, serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan 
perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan. Oleh karena itu, 
pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna 
mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak diatur dalam Undang–
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. 
Pengertian tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki arti penting bagi 
negara. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya pajak sebagai target 
penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) yang ditentu kan disetiap tahunnya.  
APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun 
2017 menunjukan penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp. 1.339 triliun, 
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diperkirakan realisasinya 91% dari target. Berikut target dan realisasi penerimaan 
pajak dari tahun 2013-2016: 
Tabel 1.1 
Penerimaan Pajak di indonesia 
Tahun 2013 2014 2015 2016 
Target 995,21 1.072,37 1.294,26 1.355,20 
Realisasi 921,27 981,83 1.060,83 1.105,81 
Capaian 92,57% 91,56% 81,96% 81,60% 
(Sumber: Menu kinerja penerimaan portal DJP) 
Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2016 realisasi 
penerimaan pajak terus mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan. 
Berdasarkan versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi penerimaan pajak 
itu meleset dipicu oleh tiga faktor utama yang terdiri atas kebijakan pajak, institusi 
pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan peran dari pemerintah pusat 
maupun daerah untuk lebih disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan. 
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 
adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
atas peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan peraturan 
perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan 
dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut 
reformasi pajak. Salah satu tujuan diberlakukannya reformasi pajak adalah agar 
wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat meningkatkan kesadaran warga 
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negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak 
dengan cara sukarela ikut dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya (self 
assesment system). Namun, kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam 
membayar pajak dikarenakan pajak di anggap sebagai beban, tidak terkecuali bagi 
wajib pajak badan. 
Pajak merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional di 
Indonesia. Akan tetapi, dalam pemungutan pajak terdapat banyak kendala yang 
dihadapi pemerintah. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan 
perusahaan selaku wajib pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber 
penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi 
perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan 
oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cendrung mencari cara untuk 
mengurangi jumlah pmebayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Salah satu 
cara yang dilakukan perusahaan agar beban pajak rendah dengan melakukan 
perencanaan pajak (Lestari, 2014). 
Perencanaan pajak (tax planning) adalah salah satu bentuk manajemen 
pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Menurut Suandy (2011) perencanaan 
pajak adalah upaya melakukan penghematan dan meminimalisasi pajak yang 
secara legal yang dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Selain itu, 
pelaksanaan Tax planning didalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur 
aliran kas. Dengan melakukan tax planning secara matang, manajemen dapat 
memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat 
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menyusun anggaran kas secara akurat. Banyak strategi yang dapat dilakukan 
dalam tax planning, salah satunya dengan penghindaran pajak (tax avoidance). 
Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara 
legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan p 
erpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cendrung memanfaatkan 
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan 
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang 
(Pohan, 2013:13) . Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 
cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek 
pajak. Dalam konteks perusahaan, tax avoidance sengaja dilakukan oleh 
perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus 
dilakukan dan sekalian meningkatkan cash flow perusahaan. Dalam konteks 
pendapatan negara, tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi 
pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban 
defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). 
Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan deductible 
expense atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangi. Salah satu deductible 
expense yaitu dengan menggunakan cost of debt. cost of debt adalah tingkat 
pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika 
melakukan pinjaman. cost of debt dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan 
oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka 
panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Masri dan 
Martani, 2012). Di Indonesia, peraturan yang mengakui beban bunga sebagai 
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deductible expense di atur oleh KMK N0.1002/KMK.04/1984. Peraruran ini 
mengatur bahwa bunga hutang yang dapat di akui sebagai biaya adalah sebesar 
bunga atas hutang yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya 
tiga banding satu (3:1). 
Graham dan Tucker dalam Lim (2010) menyatakan bahwa penghindaran 
pajak dan hutang bersifat substitusi. menunjukan bahwa tingkat hutang 
berpengaruh negatif dengan tax avoidance.  Perusahaan akan cendrung 
menggunakan hutang yang sedikit ketika mereka melakukan tax avidance. Begitu 
juga sebaliknya, perusahaan akan lebih sedikit melakukan tax avoidance ketika 
mereka terlibat hutang yang banyak, hal ini dipengaruhi juga dengan penentuan 
struktur modal dari peusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan berasal dari 
modal sendiri yaitu dari modal saham dan laba ditahan atau dari pihak eksternal 
yaitu berasal dari hutang. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan 
mengurangi biaya hutang, sehingga akan meningkatkan financial stock, 
mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dan 
dampaknya biaya hutang akan rendah. 
Menurut Chen et.al, (2014) penghindaran pajak dapat menimbulkan 
konflik agensi antara perusahaan dengna pemegang saham. Konflik ini terjadi 
karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda beda. Teori agensi 
menganggap bahwa aktifitas penghindaran pajak berhubungan dengan masalah 
tata kelola perusahaan. Corporate governance merupakan sistem dan struktur 
yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang 
memiliki saham mayoritas maupun saham minoritas di suatu perusahaan. 
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Corporate governance berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan 
kepentingan pemegang saham (principle) dan manajemen (agent) (Damayanti dan 
Tridalus, 2015). Jika kualitas corporate governance yang masih buruk akan 
berdampak pada pihak manajer yang semakin agresif dalam pengelolaan pajak 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian 
kepada pemegang saham. Sedangkan perencanaan pajak akan bermanfaat bagi 
perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas corporate governance yang baik. 
Salah satu bentuk dari penerapan corporate governance adalah komisaris 
independen dan komite audit. 
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 
saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 
semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen merupakan 
posisi terbaik untuk melaksanakan mentoring agar tercipta perusahaan yang good 
governance (Rahmawati, 2015).Penelitian Anderson et al (2013) membuktikan 
bahwa cost of debt berbanding terbalik dengan komisaris independen, komite 
audit independen, ukuran dan jumlah pertemuan. Dalam rangka monitoring, 
bondholders mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas dewan dan komite 
audit sebagai sumber jaminan atas integritas nilai dalam laporan keuangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, 
maka cost of debt perusahaan semakin kecil. 
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Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.IX.1,5 tentang pembentukan dan 
pedoman pelaksanaan kerja komite audit, definisi komite audit adalah komite 
yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas 
dan fungsinya. Komite audit yang dibentuk sebagai komite khusus didalam 
perusahaan bermanfaat untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang 
sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris. Penelitian 
yang dilakukan oleh Anderson et al (2013) menjelaskan bahwa pasar lebih bereaksi 
positif pada perusahaan yang memiliki komite audit. Hal ini ditunjukan dengan 
rendahnya cost of debt yang dinikmati perusahaan sebagai kepercayaan kreditor 
yang tinggi. Kualitas audit yang tinggi bagi pihak eksternal perusahaan juga dapat 
dilihat dari sisi keberadaan komite audit yang independen dan handal. Keberadaan 
komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam 
penerapan good corporate governance dimana independensi, transparansi, 
akuntabilitas dan tanggung jawab serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan 
organisasi perusahaan.Perusahaan akan dinilai memiliki risiko lebih rendah dan cost 
of debt yang ditanggung perusahaan juga kecil (Piot dan Missioner-piere, 2007 
dalam Rahmawati ,2015). 
Penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012), 
memasukkan unsur kepemilikan institusional terhadap cost of debt dan tax 
avoidane dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Malaysia 
pada tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan negatif antara 
cost of debt dengan tax avoidane, dimana aktifitas pajak dapat mengurangi biaya 
hutang perusahaan. Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi tidak 
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mempengaruhi hubungan antara cost of debt dan tax avoidane. Hal ini 
dikarenakan investor institusional tidak melakukan pengawasan yang cukup 
terhadap manajerial dan tidak memperhatikan adanya konflik kepentingan antara 
manajemen dan kreditur.  
Terdapat pula penelitian yang serupa dilakukan di Indonesia oleh Masri 
dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) 
terhadap biaya hutang adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran 
pajak yang dipandang oleh kreditur sebagai resiko, sehingga perilaku 
penghindaran pajak justru meningkatkan biaya hutang. Penelitian tersebut 
dimoderasi oleh perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga. Pada 
periode sebelum penurunan tarif pajak menunjukkan pengaruh penghindaran 
pajak yang lebih kecil terhadap biaya hutang. Kreditur menganggap tindakan 
penghindaran pajak pada periode sebelum penurunan tarif pajak justru merupakan 
perencanaan pajak yang mengurangi biaya hutang. Kepemilikan keluarga 
menunjukan pengaruh penghindaran pajak semakin kuat terhadap biaya hutang 
namun dalam konteks positif. 
Perusahaan pertambangan dipilih karena kegiatan bisnisnya yang 
bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang mana 
berdampak langsung pada lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara 
dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, salah satunya adalah bahan 
tambang. Tidak dapat dipungkiri lagi, industri pertambangan di Indonesia tetap 
menjadi primadona utama bagi para investor untuk berinfestasi di dalamnya. 
sektor pertambangan merupakan sketor yang sangat strategis untuk memenihi 
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kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, memenuhi kebutuhan energi, 
menghasilkan devisa bagi pembangunan, menyediakan lapangan kerja dan 
menciptakan kesempatan-kesempatan berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Itulah 
mengapa pertambangan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. 
Fenomena penghindaran pajak masih hangat terjadi salah satunya di sektor 
pertambangan diantaranya adalah dimana Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mengungkapkan ada beberapa 
perusahaan tambang yang memiliki piutang ke pemerintah sebesar Rp 26,23 
triliun berupa royalti. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 21,85 triliun merupakan 
utang lima perusahaan tambang pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B). Kita mencatat pada generasi I periode 2008-
2012. Angka ini sudah valid, audited dari BPKP," ujar Inspektur Jenderal 
Kementerian ESDM, Mochtar Husein dalam konferensi pers di Hotel Royal 
Kuningan, Jakarta, Senin (31/10). Menurutnya, royalti sebesar Rp 21 triliun yang 
ada di lima perusahaan tersebut memang sengaja tidak diberikan. Alasannya, 
perusahaan tersebut merasa memiliki hak berupa Pajak Pertamban Nilai (PPN) 
dan pajak kendaraan bermotor. 
Mochtar menegaskan, alasan itu diperkuat karena dalam aturan PKP2B 
menyebutkan jika pajak-pajak yang dikenakan di kemudian hari akan ditanggung 
pemerintah. Dalam hal ini adalah PPN dan pajak kendaraan motor. "Rp 21 triliun 
itu sengaja ditahan karena perusahaan yang bersangkutan merasa punya hak 
berupa PPN dan pajak kendaraan bermotor. Itu sampai sekarang belum diaudit 
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Mereka mengklaim karena di PKP2B ada 
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aturan bahwa pajak-pajak yang dikenakan di kemudian hari ditanggung 
pemerintah, beban pemerintah, harus diganti rugi ke mereka," jelasnya. Ditempat 
yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot 
mengungkapkan, salah satu perusahaan yang masih menahan royaltinya adalah 
perusahaan tambang milik taipan Garibaldi Thohir, yakni PT Adaro Group. 
"Generasi I itu misalnya perusahaan Adaro dan sebagainya," pungkasnya. 
Beberapa kasus penghindaran pajak lain juga terjadi di Indonesia. Aliran 
uang ilegal ke luar negeri meningkat hampir dua kali lipat selama kurun waktu 
sepuluh tahun dari Rp.141,82 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp.227,75 pada tahun 
2014. Penigkatan seignifikan terutama terjadi pada perusahaan pertambangan. 
Larinya dana keluar negeri disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap 
aktifitas keuangan dan pembayaran pajak. Banyak perusahaan yang tidak memiliki 
NPWP dan tidak melaporkan SPT pajak bisa bebas mengeksploitasi sumber daya 
alam Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerinntah akan 
menyisir laporan keuangan perusahaan di sektor tambang. Penyisiran melibatkan 
banyak pihak, seperti Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan 
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan temuan, dari 7.834 perusahaan 
yang didata oleh DJP, 24% diantaranya tidak memiliki NPWP dan 35% tidak 
melaporkan SPT. 
Indonesia termasuk negara dengan berputaran uang ilegal terbesar didunia. 
Pada tahun 2003 hingga 2014 sektor pertambangan (migas, mineral, batubara/bahan 
galian) mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,52% setiap tahunnya dari Rp.11.80 
triliun menjadi Rp.23,89 triliun. 
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Peneliti kebijakan ekonomi dari PWYP Indonesia, Wiko Saputra 
mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi 
perdagangan dengan faktur palsu. Hal ini menyebabkan ekspor komoditi 
pertambangan hasil aktifitas ilegal tidak tercatat. Membumbungnya jumlah aliran 
uang ilegal di sektor pertambanngan mengindikasikan adanya penghindaran pajak di 
perusahaan pertambangan Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun realisasi 
pajak sektor pertambangan hanya sebesar Rp.96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil 
dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp.1.026 triliun. 
Maka rasio penerimaan pajak PDB sektor pertambangan hanya 9,4%. Rasio ini 
meunjukan adanya indikasi kejahatan keuangan dan kejahatan perpajakan (tax 
evasion dan tax avoidance) yang melibatkan perusahaan tambang di Indonesia yang 
merugikan keuangan negara. 
Fenomena ini menunjukan bahwa  korporasi besar  cendrung menggunakan 
penghindaran pajak sebagai upaya beban pajak yang harus dibayar. Ambil contoh 
tunggakan pajak perusahaan tambang Bakrie group. Tahun 2009, Ditjen pajak 
dibawah kepemimpinan mantan Menteri Keuang Sri Mulyani mengungkapkan 
BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin terindikasi penghindaran 
pajak senilai Rp. 1.5 triliun, sementara Bumi Resources Rp. 376 miliar dan 
Aruthmin Rp.300 miliar. Kasus terbaru juga terjadi pada tujuh perusahaan tambang 
batubara di Kalimantan Tengah tahun 2016  yang menunggak pajak alat berat 
sebesar Rp.700 juta. Menurut Samsat Barito Utara Supardi tujuh perusahaan tersebut 
antara lain PT Tunggal Utama, PT Sumber Rezeki Ekonomi, PT Victor Dua Tiga 
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Mega, PT Hilcon Jaya Sakti, PT Alam Semesta, PT Borneo Prima dan PT Lahai 
Jaya Mandiri. 
Desember 2016, Sri Mulyani telah mengumpulkan para pengusaha tambang. 
Saat itu, ia mengaku kecewa dengan prilaku mayoritas pengusaha pertambangan 
yang membayar pajak seadanya. Sumbangsihnya terhadap negara di anggap tidak 
sebanding dengan keuntungan berlipat ganda yang diperuleh perusahaan tambang 
ketika booming harga komoditas. (sumber: http://membunuhindonesia.net diakses 
05 Februari 2018). 
Berdasarkan fenomena diatas memperlihatkan bahwa perusahaan 
menanggung kewajiban utang yang besar. Perusahaan dengan biaya yang tinggi 
dan level utang tinggi akan mengalami risiko paling besar. Hal tentunya akan 
mengurangi laba atau pendapatan perusahaan. Selain itu perusahaan menganggap 
pajak adalah sebuah beban tentunya akan dapat menambah lagi biaya yang akan 
dikeluarkan perusahaan hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami 
kerugian yang besar. Untuk itu agar pajak tidak menjadi biaya yang besar untuk 
dikeluarkan perusahaan, maka dari itu perusahaan akan melakukan tax avoidance 
atau menghindari pajak agar tidak mengurangi laba atau pendapatan perusahaan.   
Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan melihat pemaparan 
penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari 
penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti 
pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap biaya hutang. Pada 
penelitian ini, menggunkan corporate governance sebagai variabel pemoderasi 
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dengan indikator komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini melihat 
perkembagan perusahaan pertambangan , yang mana peusahaan pertambangan 
juga merupakan penyumbang terbesar pajak.  Maka topik dalam penelitian ini 
dikembangkan dalam bentuk judul “PENGARUH TAX AVOIDANCE 
TERHADAP COST OF DEBT DENGAN CORPORATE GOVERNANCE 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Pertambangan 
yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2016)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap cost of debt pada 
perusahaan - perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2016? 
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara tax 
avoidance berpengaruh terhadap cost of debt pada perusahaan - perusahaan 
pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap hubungan antara tax avoidance 
berpengaruh terhadap cost of debt pada perusahaan - perusahaan 
pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 
penlitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui: 
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1. Apakah pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan – 
perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-
2016. 
2. Apakah pengaruh komisaris independen terhadap hubungan antara tax 
avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan – perusahaan pertambangan 
batu bara di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
3. Apakah pengaruh komite audit terhadap hubungan antara tax avoidance 
terhadap cost of debt pada perusahaan – perusahaan pertambangan batu bara 
di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 
1.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 
digunakan untuk : 
1. Membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah tax avoidance yang 
dilakukan perusahaan – perusahaan di Indonesia. 
2. Membantu perusahaan – perusahaan agar terlepas dari isu tax avoidance. 
3. Membantu investor memahami praktek tax avoidance di perusahaan. 
4. Mengembangkan pengetahuan mengenai hubungan antara tax avoidance 
terhadap cost of debt. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 
Bab ini akan berisikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penelitian. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisikan tinjauan literatur mengenai teori – teori dan konsep 
tentang tax avoidance, cost of debt dan corporate governance yang 
berasal dari jurnal – jurnal penelitian dan buku – buku pengetahuan 
lainnya serta kerangka pemikiran dan hipotesis, dan model penelitian 
dalam penelitian ini. 
Bab III  : Metode Penelitian 
Bab ini berisikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 
dan metode analisis yang digunakan dalam penelitan ini. 
Bab IV : Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menguraukan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data 
yang telah diproleh. 
Bab V : Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengolahan data yang di temukan 
selama penelitian dan sekaligus memberikan saran sebagai tindak lanjut 
dari hasil penelitian. 
